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ABSTRAK

Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan perlindungan nassbah  dalam
Undang-Undang Nomor, 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Hubungan Bank dengan
Masabah dapat terwujud dari suatu perjanjian berisi kiausula baku disebut stamdard
coniract, serta bersifal masal tanpa memperimbangkan perbedaan kondisi nasabah
hank, Hubungan tersebut merupakan hubungan dalam bentuk perjanjian vang dintur
oleh Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Mukum Perdata. Bank berupava melindungi
nasabuh dari klausula baku dengan cara menjclaskan isi perjanjian, memberi
kesempatan membaca dan bertanya, memberi kesempatan meruhah  perjanian,
Luhimya Undang-Undang MNomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan vang dibentuk badan hukum Indoncsia Yang
‘menjalankan  fungsinya bersifat independen. transparan. dan skentabel dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, LPS memliki fungsi menjamin simpanan
fasabah bank dan melakukan penyclesaian penenganan Bank Gagal. LPS
bertanggung jawab membayar simpanan nasabah bank tersebut sampai jumlah
terientu. Apakah bank dalam prakicknya dalam melskukan pedindungan terhadap
nasabah penyimpanan dana khususnya dalam bentuk tabungan sudab sesuai dengan
ketentuan dan peraturan Perundang-undangan vang herlaku, Untuk it penulis tertarik
untuk memahas tentang permasalahan antara tain Konteks perlindungan hukum bagi
nasabah bank selaku konsumen penyimpan dana dalam bentuk tabunpgan pada Bank
B Syariah Cabang Padang? Prosedur klaim penjaminan simpanan nasabah pada
Bank BRI Syariah Cabang Padang? Dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank
BRI Syariah Cabang Padang dalam proses penjaminan dana nasabab penyimpan
dana? Penulis menggunakan pendekatan masalah vuridis sosiologis, vaitu pendekatan
yang menckankan kepada aspek hukum, berkenasn dengan masalah vang hendak
dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Hasil pebelitian dilapangan maka
didapatlah pembahasan mengenai permasalahan yaitu : perlindungan yang diberikan
olch pihak Bank pada nasabah adalah Bank melakukan pengawasan khusus lerhadap
rekening  yang melakukan transaski mencurigakan, Jika terbukti jelas hahwa
berkurangnya saldo pada rekening nasabah karena kelaluian pihak Bank dan Prosedur
klzim penjaminan simpanan nasabah pada Bank BRI Svarizh Cabang Padang scsuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku, yaitu menggunakan LPS, serta
Kendala-kendala vang dihadapi oleh Bank BRI Syariah Cabang Padang adaluh
Ketidaktahuan nasabah mengenai tatacara klaim kepada Bank, Nasabah berangeapan
bahwa Bank vang bersanghkutan pailit maka dana simpanan pasabah tidsk bisa
dibavarkan; proses vang membutuhkan wakiu lama, nasabab melakukan  klaim
keapada Bank, tidak membawa identitas.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan scbagai lembaga intermediasi kevangan (fingrcial intermediary
institution) memegang  peranan penting  dalam  proges  pembanpunan nasional.
Kegalan usasha vtama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masvorakat dalam bentuk
kredit denfatau pembisyasn membuainys sarat akan pengaturen baik melalui
peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri mavpun perundang-
undangan lain yang terkait. Undang-Undang Momor & Tahun 1999 rentang
Perlindungan Konsumen juga sangat terkait, khuosusnva dalam hal perlindungun
hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanva perjznjian
kredil atay pembiavaan bank vang merupakan perjanjian standar (sramdard contrace).

mecara cksplisit suliv ditemukan ketentuan mengenai perlindungan nasabah
debitur dafam Undang-Undang Nomor 10 tabun 1998 Tentang Perbankan, sebagian
hesar pasal-pasalnya hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank, sehingga
kKedudukan nasabab debitur sangat lemah bila ditinjan daf hubuengan koentrakiual
dengan bank, Dalam  perjanjian kredit misalnya, tidak jarang nasabah  debitr
ditempatkan pada posisi yang sangat dilematis. Perjanjian kredit vong bissanya
viandurd conirael senantiasa membebani nasabsh debitur dengan berbagai macam

Rewa)iban hingea fangeung jawab atas resiko yoang ditimbulkan selama perjanjian



herlangsung ditimpakan kepada nasabah, akhimya memunculkan tanggung jawab
minus dari pihak bank, padahal beban bunga yang tinggi sudah cubup membebani
nasabah debitur,

Hubungan antara Bank denpan Masabah adalah dapat terwujud dari suatu
perjanjian berisi klausula baku yang discbut standard comtract yang isi, bentuk serta
penutupnyva lah  di standarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha,
serta bersifal masal tanpa memperimbangkan perbedaan kondisi nassbah bank,
Hubungan tersebut merupakan hubungan dalam bentuk perjanjian vang diatur oleh
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukem Perdata dimana dalam hal ini dengan
marg satu orang atau lehih mengikatkan dirinyva techadap satu oranp atau lebih
lainnya. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak-pihak dalam perjanjian oleh
Bank vaitu dari sisi bank, bila semakin banyak isi perjanjian tersebut mencantumkan
klausula vang memberatkan nasabah maka kepentingan pthak bank akan semakin
terlindungi, kemudian dari sisi nasabah, Bank berupava untuk melindungi nasabah
dari klausula bakue dengan cars menjelaskan isi perjanjian, memberi kesempatan
untuk membaca dan bertanva. memberi kesempatan untuk merubah perjanjion.
Memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap stmpanas, meliputi perlindungan
pada sgal perumusan dan pembuatan pegjanjian. perlindungan dari isi perjanjian dan

perlindungan terhadap pelaksanaan perjanjian vang berdasarkan Ketentuan peraturan



BaB 1Y

PENUTUP

A, Kesimpulan
1. Berdasarkan pada pembahasan mengenal “Perlindungan Flukum Bagi Nasabah

Bank Selaku Keonsumen di Bidang Perbankan™ dapar ditarik kesimpulan sebaga

berikut;

p. Perlindungan hukem bag nasabab bank sclaku konsumen ditinjan dari
Undang-Undsng Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
terletak pada adanva kewajiban bapi pihak bank untuk mengindahken tats
cara pembuatan klassula baku baik bentuk muaupun substansinva dalam hal
pembuatan perjanjian kredit'pembiavaan. serta pembukaan rekening bank
oleh nasabah.

b. Perlindungan bukum begt nasabah bank selaku honsumen ditinjeu dar
peraturan  perundang-undangan  di bidang  perbankan, misalnva  adenya
kewajiban bagi bank untuk menjadi angeota LPS sehingga dapat memberi
perfindungan bagi nasabah deposan akan simpananaya. Di sampiog itu juga
adanva hak bagi nasabah unmek melakukan pengaduan nasabah, sera
menggumikan forum medissi perbankan untuk mendapatkan penyelesajan
senpheta di bidang perbankan secara sederhana, mureah, dan cepat.,

2. Berdasarkan pembahasan dialas maka proses klaim simpanan nasabah kepada

Bank bisa dilakukan dengan 2 cars vaitu dengan cara melaporkan langgung
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